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ABSTRAK

Awal reformasi bangsa Indonesia tahun 1997 merupakan titik awal dari
pergerakan rakyat Indonesia untuk menuju pada cita-cita negara dalam segala bidang
terutama dalam sosio politik bangsa. karena dengan adanya reformasi politik, Indonesia
menjadi terbuka dan menemukan suasana baru yang lebih maju. Namun, dengan situasi
politik maupun prilaku politik yang yang iebih terbuka akan muncul oknum yang
menggunakan cara mengesampingkan etika politik serta menyalahgunakan kekuasaan
dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena etika politik mempertanyakan claim-claim sekitar politik, maka dari itu
etika poltik mempertanyakan tanggung jawab manusia dalam dunia politik dan mampu
memberikan kritik, solusi, terhadap perjalanan politik bangsa

Maka oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengetahui
bagaimana Etika Politik Dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-2003) ketika
berhadapan dengan munculnya reformasi pada tahun 1997 sampai pada tahun 2003 yang
menuntut berbagai perubahan di Indonesia terutama perubahan dalam dunia politik.

Maka, penelitian terhadap Etika Politik Dalam Perspektif Muhammadiyah (1997-
2003) menggunakan pendekatan filosofis yaitu apakah Muhammadiyah Sebagai
oraganisasi sosial kemasyarakatan yang beramar ma’ruf nahi munkar dalam etika
politiknya sudah sesuai dengan keinginan bangsa dan dapat memberi pengaruh untuk
mendapatkan sistem politik yang baik dan bijak dan mampu memben kritik bagi realita
politik bangsa terutama pada tahun 1997-2003.

Dalam hal ini, data dikumpulkan memaparkan Etika Politik Dalam Perspektif
Muhammadiyah (1997-2003) serta permasalahan yang berkaitan di dalamnya, serta
baragam kritik dan sarannya terhadap perubahan yang terjadi seraya menelaah rentetan
sejarah hubungan Politik dan Muhammadiyah kemudian penelti mengambarkan dengan
menganalisis bagaimana perkembangan hubungan politik Muhammadiyah dalam kurun
waktu 1997-2003.

Berkaitan dengan ini, menyebab perlu adanya secara aktual Etika Politik Dalam
Perspektif Muhammadiyah (1997-2003) apakah benar-benar sudah sesuai dengan
gerakan dakwahnya amar maruf nahi munkar untuk mewujudkan masyarakat yang
utama, adi} dan makmur.

Dengan memperhatikan masalah yang telah diuvraikan diatas, menurut penyusun
dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian terhadap Etika Politik Dalam Perspektit
Muhammadiyah (1997-2003) agar mampu memberi solusi dan kritik terhadap gerak
langkah politik agar tetap bertanggungjawab supaya terciptanya keadilan yang adil dan
makmur.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etfika politik mempertanyakan tanggung jawab manusia sebagai manusia
sebagai warga negara dan terhadap hukum yang berlaku. Sebagai ilmu dan cabang
filsafat pertama kali lahir di Yunani sebagai respon terhadap struktur-struktur
politik tradisional yang mulai ambruk. Dari keambrukan itu, kemudian muncul
berbagai macam “kegelisahan” dan pertanyaan seperti: bagaimana seharusnya
masyarakat ditata? Siapa §'ang harus menata? Atas dasar apa penataan masyarakat
itu? Dua ribu tahun kemudian, kurang lebih lima ratus tahun yang lalu, etika
politik bertambah momentumnya ketika legitimasi kekuasaan raja dalam tatanan
hirarkis kosmos tidak lagi diterima begitu saja; legitimasi-legitimasi tatanan
hukum dan negara, dan hak raja untuk memerintah masyarakat dipertanyakan.
Itulah situasi kebangkitan filsafat politik pada umumnya dan etika politik pada
khususnya pada awal zaman industrialisasi. Adanya klaim-klaim legitimasi
kekuasaan yang saling bertentangan selanjutnya menuntut refleksi filosofis atas
prinsip-prinsip dasar kehidupan politik yang ada.'

Etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata dan
memenntah masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar;
etika politik mengandalikan prinsip-prinsip etika dasar dengan beberapa impiikasi

langsung pada kedudukan manusia. Prinsip dasar yang diandaikan ialah bahwa

' Frans Magnis Suscno, FKtika Politik; Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern
(Jakarta: Gramedia, 2001), him 3



manusia—apriori dan Prima }acie—harus bersikap baik dan tidak buruk terhadap
siapa dan apa saja yang ada, jadi bahwa terhadap apa saja yang ada kita apriori
mengambil sikap yang mendukung, membela, menyetujui, memajukan,
melindungi, memberi ruang perkembangan daripada merusak, menyiksa,
mengerem, mencekik, membatasi, mematikan. Prinsip itu terwujud dalam prinsip
kesejahteraan umum—yang mempunyai relevansi politik tinggi—yang berisi
bahwa semua tindakan dan kebijaksanaan, harus demi keuntungan yang sebesar-
besarnya dari orang sebanyak-banyaknya, asal saja tidak melanggar hak dan
keadilan.

Prinsip dasar lain adalah prinsip keadilan yang mengatakan bahwa kita
wajib untuk memperlakukan semua orang dengan adil, artinya untuk menghormati
hak-hak mereka dan memberikan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama.
Prinsip keadilan itu sendiri bersandarkan pada prinsip hormat terhadap person
yang mengungkapkan kewajiban untuk memperlakukan segenap manusia sebagai
tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah sebagai sarana untuk tujuan-tujuan
lebih jauh betapapun besar manfaatnya. Prinsip itu menuntut Jjuga tanggungjawab
manusia terhadap dirinya sendiri: bahkan, demi tujuan yang baik ia jangan pernah
memberikan diri dipakai sebagai alat saja, diperas, diperkosa, atau diperbudak

Prinsip-prinsip itu mempunyai implikasi-implikasi yang sangat relevan
untuk etika politik, misalnya bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam
martabat mereka sebagai manusia, jadi bahwa mereka sebagai manusia harus

berkedudukan sama dalam masyarakat, dengan hak-hak dasar yang sama.

2 Ibid . him, 27



Manusia berhak atas kebebasannya dan manusia hanya boleh dibatasi demi
kebebasan yang sama dari setiap anggota masyarakat dan demi kepentingan
bersama. Persaudaraan antar semua orang, kelompok, golongan dan bangsa
merupakan suatu keharusan yang wajib diusahakan dengan sekuat tenaga. Dalam
hal ini terimplikasi juga kewajiban mengusahakan perdamaian dan mencegah
perang dan konflik’ Hormat terhadap manusia dengan sendirinya
mengimplikasikan hormat terhadap keutuhan hakikinya. Keyakinan-keyakinan
moral inilah yang mendasari etika politik. |
Meskipun etika pplitik berlandaskan kepada pengandaian dasar-dasar
moral, tetapi etika politik tetap bertolak dari realitas kongkrit politik suatu
bangsa—seperti pada awal kelahirannya di Yunani. Dengan demikian, cukup
beralasan jika realitas politik Indonesia juga telah mengilhami  atau
melatarbelakangi lahimya konsep-konsep etika politik.® Dalam perpolitikan
Indonesia, harapan serta keinginan untuk menjunjung tinggl kejujuran dan
keadilan, telah lama dirindukan dan dinantikan kedatangannya. Tetapi yang terjadi
justru kenyataan sebaliknya. Korupsi, kolusi dan nepotisme—yang berarti
pelanggaran terhadap nila1 dasar moral—telah menjadi rahasia umum, sehingga
hanya keprihatinan yang mendalam jika kita mengamati perkembangan politik

tersebut. Keprihatinan itu akan semakin dalam bila dikaitkan dengan posisi

3 Ibid., him 27-28.

* Seperti halnya kelahiran konsep etika politik di Barat, pemikir-pemikir di Prancis,
Inggris, Jerman, juga selalu melahirkan konsepnya karena diilhami dan dilatarbelakangi keadaan
sosial politik yang melingkunginya kemudian melahirkan konsep-konsep politik secara umum
maupun etika politik secara khusus seperti yang saat ini kita kenal dalam literatur-literatur filsafat
dan politik. Demikian di Indonesia, realitas politik yang “amburadul” akan mengilhami lahirnya
konsep-konsep pemikiran etika politik, baik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi maupun
perseorangan.



Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar di muka bumi,’ tetapi justru rapuh
dalam masalah etika dan moral. Pertanyaan yang akan segera timbul adalah
mengapa bangsa ini sangat rentan dan rapuh dalam masalah moral dan etika?
Lebih khusus lagi mengapa bangsa Muslim terbesar di muka bumi ini tidak dapat
dijadikan teladan dalam hal moral dan etika, termasuk moral dan etika politik?
Dar pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong berbagai kalangan untuk
merefleksikan secara filosofis pemikirannya tentang landasan dasar etika dan
moral yang bagaimana yang kiranya dapat menjadi dasar sekaligus solusi bagi
terciptanya perpolitikan yang sehat, jujur, adil dan demokratis di Indonesia. Dari
sinilah penting untuk melihat konsepsi pemikiran etika politik Muhammadiyah
sebagai organisasi sosial keagamaan yang juga memiliki keprihatinan yang
mendalam atas realitas perpolitikan di Indonesia khususnya sejak masa reformasi
sampar saat ini1 yang lebih banyak mengedepankan syahwat berkuasa sehingga
melumpuhkan hati nurani manusia dan etika politik menjadi berantakan.®
Meluasnya dan menjamurnya kekerasan, penjarahan atau pembunuhan yang sudah
tidak mungkin untuk semata dimengerti dan dimanipulasi sebagai masalah
kriminal dan kejahatan biasa. Kekerasan yang berkembang itu telah tumbuh dalam

kecepatan tinggi dan menyebar kemana-mana diberbagai kepulauan Nusantara.

* Jumlah total penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2000 adalah 205. 843, 196
dengan pernadingan komposisi penganut agama sebagai berikut: Muslim berjumlah 177, 528. 772
(RR, 22 %) Protestan/Katolik 17 954 977 (R, 92 %), Hindu 3 651 939 (1, 81 %), Budha 1 694
682 (0, 84 %), Konghucu (data 1971) 972. 133 (0, 82 %). lain-lain 411. 629 (0, 20 %). Angka-
angka ini menunjukan secara nominal kuantitatif bahwa bangsa Indonesia di samping bangsa
Muslim terbesar juga sebagai bangsa religius. Lihat Leo Suryadinata, Levi Nurfidya, Aris Ananta,
Indonesian Population: Eihnicity and Religion in Changing Poiitical Landscape (Singpore:
Institute of Southeast Asian Studes, 2003), him. 1004

°Lihat Ahmad Syafi’l Maarif “Etika Politik dalam Msyarakat Kontemporer Indonesia”,
Makalah seminar Musyawarah Nasional Tarjihn Muhammadiyah ke-26 di Padang (-3 Oktober
2003. him. 4



Maka masalah ini sepenuhnya menjadi masalah politik, namun juga sebagai
tantangan bagi etika politik yang dihadapi Muhammadiyah sebagai organisasi
gerakan sosial yang beramar ma’ruf nahi munkar.”

Konsepsi pemikiran etika politik Muhammadiyah penting untuk dikaji
setidaknya didasarkan pada tiga alasan: perrama Muhammadiyah memandang
bahwa sesungguhnya ada hubungan yang organis antara dakwah dan politik.
Dalam banyak hal, dalam pandangan Muhammadiyah, kelancaran dakwah dan
syiar Islam ditentukan oleh payung politik yang ada. Bila payung politik tidak
melindungi kelancaran dakwah, maka organisasi seperti Muhammadiyah akan
merasa “kepanasan” atau “kedinginan.” Jadi, politik juga salah satu medan untuk
berdakwah® Kedua, Muhammadiyah merupakan organisasi sekaligus juga
gerakan intelektual yang dikenal dengan ide pembaharuannya, dan memiliki
berbagai lembaga pendidikan tinggi yang dapat dijadikan sebagai wadah
“kaderisasi” para ilmuwan dan calon politisi yang berpengaruh di negeri ini yang
sepuluh atau dua puluh tahun kemudian akan menjadi pengambil kebijakan
strategis.” Ketiga, Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam gerakan
reformasi—termasuk dalam meruntubkan rezim otoriter Orde Baru di bawah

penguasa Soeharto pada tahun 1998."

" Emmanuel Subangun, Politik Anti Kekerasan pasca Pemiulu 99 (Y ogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999), him, 82

* Lihat Amin Rais, Moralitas Politik Muhammadivah (Yogyakarta: Dinamika 1995),
him. 44.

? Lihat Abdul Munir Mulkhan, Menggugat Muhammadiyah (Yogyakarta: Fajar Pustaka
baru, 2000), him. 161-162

' Salah satu bukti bahwa Muhammadiyah punva andil besar dalam “meruntuhkan” rezim
Orde Baru adalah dalam sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya 11-13 Desember 1993 sudah
membicarakan masalah suksesi kepemimipinan. Ini artinya bahwa di mata Muhammadiyah secara



B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan satu rumusan
masalah yakni bagaimana etika politik dalam perspektif Muhammadiyah?

Khususnya sejak tahun 1997-2003 (masa reformast)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahuai bagaimana etika politikk dalam presfektif

Muhammadiyah,

2. Untuk memahami dan mengetahui kelemahan dan kelebihan pandangan
etika politik Muhammadiyah,

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat guna
meraih gelar sarjana Filsafat Islam dari jurusan Aqidah filsafat pada Fakultas
Ushuludin UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta dan memperkaya literatur
kefilsafatan pada Fakultas Ushuluddin khususnya yang berkaitan dengan etika

politik dalam prestektit Muhammadiyah.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan dan penelitian mengenai etika politik saat ini cukup banyak
yang sudah terpublikasikan dalam karya ilmiah, baik berupa paper, makalah,
maupun buku. Namun penulis sampai sekarang belum menemukan karya dalam
bentuk penelitian yang membahas tentang etika politik menurut Muhammadiyah

secara spestfik khususnya dalam periode waktu 1997-2003.

etis kepemimipinan Soeharto dengan orde barunya sudah tidak layak lagi menguasai bangsa
Indonesia. Lebih jelasnya lihat /bid., 47-60.



Penulis’ telah membaca dan melakukan penelusuran beberapa karya yang
berkaitan dengan etika politik secara umum. Etika politik selalu terkait dengan
kekuasan politik. Kekuasaan adalah kekuatan untuk mengatur masyarakat dalam
suatu negara yang mempunyai konstitusi sebagai dasar hukum untuk mengatur
segala hal yang berkaitan dengan tujuan negara. Kekuasaan dan politik sering
bermain dalam dataran klaim atau pengakuan atas nama pembangunan, atas nama
ummat Islam, atas nama konstitusi, atas nama negara dan sebangsanya."’ Untuk
mengatur negara, tentunya dibutuhkan etika politik yang “mapan” dalam
mengatur masyarakat bernegara.

Dalam sikripsi Moh Ainu Najib, F£rika Politik, (Telaah Kepatuhan
Sokrates terhadap Konstitusi) dipaparkan bahwa etika politik secara garis besar
membahas tentang hukum dan kekuasaan negara. Hukum tanpa negara hanya
bersifat normatif karena tidak mempunyai landasan berpijak tidak mempunyai
kemampuan untuk bertindak secara subyektif, sedangkan negara tanpa hukum
akan buta dan akan merosot ke tingkat manusiawi karena tidak lagi berdasarkan
tatanan normatif. Negara yang memakai kekuasaan di luar hukum, sama dengan
manusia berbuat sesuatu tanpa pengertian, '

Kemajemukan moral dari suatu masyarakat dengan sendirinya menjadi
persoalan bagi moral dan filosuf etika yang ingin mendapatkan seperangkat

standart (patokan) yang universal yang menjadi semua dasar semua masyarakat, "’

Y Haidar Nashir, Pragmatisme Politik kaum Elite {Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 46-47

2 Moh Ainun Najib. Etika Politik Telaoh Keparuhan Socrates Terhadap Konstitusi, (Yogyakarta:
Fakultas Ushuluddin JAIN Sunan Kalijaga, 2002), him,.63.

* Robert C. Satomon, Evika Suaiu Pengantar. terj. R. Andre Karo-Karo, (Jakarta: Erlangga, 1987),
him. 10.



disamping itu etika politik menuntut kepada pemegang kekuasaan agar
pemerintahan dijalankan dengan hukum yang berlaku (/egalita) disahkan secara
demokratis (/egitimte) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. 4

Hedar Nashir dalam bukunya Diramika Politik, menunjukan bahwa
berbicara tentang hubungan politik, yang dipahami terlebih dahulu adalah apa
yang dimaksud dengan politik itu? Minimal makna politik itu ada tiga: 1)
pengetahuan mengenai negara. 2) segala urusan tentang urusan dan tindakan
mengenai pemerintahan, negara atau negara lain. 3) cara bertindak dalaﬁ
menghadapi masalah.”> Hal ini telah dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai
organisasi yang bergerak d.i bidang sosial.

Mitsuo Nakamura dalam karyanya “Dua Kontribusi Muhammadiyah”
menjelaskan bahwa ada dua kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupun politik.
Dalam kaitan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, pertama,
Muhammadiyah ikut mengembangkan eksistensi negara Indonesia sebagai
kesatuan politik. Kedwa, Muhammadiyah menjadi mampu mengembangkan
inisiatif masyarakat secara baik.'® Dalam tesis Itok Wicaksono yang berjudul
Politik Muhammadiyah Pusca Muktamar Ujung Pandung pada 1ahun 1971,

menjelaskan  tentang aktivitas politkk Muhammadiyah sejak muktamar

Muhammadiyah di Ujung Pandang lebih bersifat netral terhadap kegiatan politik

" Franz Magnis. Op cir.. him. 5.

'* Hacdar Nashir. Dinamika Politik Muhammadivah, (Yogyakarta: Pustaka Suara Mubammadiyah,
1996), him.26.

' Mitso Nakamura, Dua Kontribusi Muhammadiyah dalam Dain  al  Islam  Dan
kemuhammadivahan (Malang: Pusai Dokumenisi dan Pulikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 1990),
hal. 114,



praktsis.'” Namun Muhammadiyah mempunyai perhatian terhadap politik sesuai
dengan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkarnya. Dalam sikripsi Marjianto,
Muhammadiyah Dalam Kehidupan Politik Indonesia (Era Kepemimpinan Amien
Rais), menjelaskan bahwa kritik, saran dan himbauan kepada pemerintah yang
merupakan manisfestasi/wujud nyata High Politics harus senantiasa dilakukan
Muhammadiyah sampai usahanya berhasil. Walaupun Muhammadiyah Sebagai
Gerakan Sosial dan Dakwah, Muhammadiyah tetap berperan dalam proses politik
dalam setiap rezim yang berkuasa. & |
Selain buku-buku yang tersebut di atas, Muhammadiyah dan kaitannya
dengan politik Indonesia ’j1.1ga tertulis dalam jurnal Tanwir ya, Marahari Bersinar
di Atas Negara memqpqrkqn tentang Perjalanan Politik Muhammadiyah dari
Ahmad Dahlan hingga ahmad Syafii Ma’arif."” Tidak ketinggalan juga dalam
Berita Resmi Muhammadiyah 04/2003 yang berisi tentang keputusan-keputusan
Tanwir Muhammadiyah tahun 2004 di Makassar yang salah satu isinya mengenai

politik. %

" ltok Wicaksono, Politik Muhammadiyah Pasca Muktamar Ujung Pandang, (Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada, 1994), him. 89.

'8 Muhammad Hasanuddin, Muhammadiyah: Politik Dan Amal Usahanya Pada Masa Orde Baru,
(Yogyakarta: Sejarah Kebudayaan Islam FakultasAdab IAIN Sunan Kalijaga, 1995), him.34.

" Abd. Rochim Ghazali, “Matahari Bersinar di Atas Negara: Perjalanan Politik
Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan hingga Ahmad Syafii Ma’arit”, dalam 7anwir, edisi perdana,
vol. [, Mei, 2003, him. 7-11.

%" Berita Resmi Muhammadiyah No. 042003 Rajab 1424 H/September 2003
(Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, 2003), him. 20-21.
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E. Metodologi Penelitian

Untuk membuat hasil penelitian yang baik dan komprehensif diperlukan
metodologi’’ penelitian yang baik dan standar sesuai dengan mekanisme
penulisan karya ilmiah.

Sebagai langkah awal penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang
berkaitan dengan masalah yang menjadi persoalan dalam penelitian ini (Etika
Politik dalam Perspektif Muhammadiyah) dari berbagai sumber kepustakaan
seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, ensiklopedi dan situs-situs internet.
Setelah data-data diperoleh, maka akan difakukan langkah-langkah metode
sebagai berikut:

2. Verifikasi
Dari data-data yang diperoleh, tentu tidak semua data sesuai dengan yang
dimaksudkan oleh peneliti, sehingga akan dilakukan pemilahan dan
penyeleksian data-data yang ada. Setelah 1tu kemudian dikaji dan ditelaah.

3. Deskripsi
Dari data yang telah terseleksi dan ditelaah maka selanjutnya akan
dideskripsikan tentang etika politik dalam perspektif Muhammadiyah. sehingga
diperoleh gambaran yang jelas tentang konsep etika politik Muhammadiyah.

4. Holistika

2 Metodeberasal dari Yunani “methedos”™ sambungan kata depan “meta” vaitu menuju, melalui
atau mengikuti. dan kata “hodos™ vaitu jalan. perjalanan. cara atau arah. Kata “methodos™ kemudian arti
sebagai bertindak menurut aturan sistem aturan tertentu. Muksudnya ialah supaya kegiatan praktis dapat
terlaksana sccara rasional dan tcrarah agar dapat mencapai hasil yang maksimal, dalam Anton Bakker,
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Langkah selanjutnya, untuk melihat kepaduan konsep etika politik
Muhammadiyah maka perlu dilihat latar belakang Muhammadiyah
memunculkan pandangan etika politiknya.

5. Analisis

Setelah terdeskripsi secara holistik etika politik Muhammadiyah, maka akan

dianalisis guna mendapatkan konsep yang valid dan “meyakinkan.”

F. Sistematika Pembahasan

Naskah sikripsi ini direncanakan akan terwujud dalam lima bab bahasan,
yang mana satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan secara runtut, sistimatis
dan logis.

Bab I yaitu Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian,
dan sistimatika pembahasan.

Bab II membahas seputar pengertian Muhammadiyah: faktor pendorong
berdirinya Muhammadiyah yang terdin dan faktor subyektif dan faktor obyektif,
maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta Muhammadiyah Dan Perpolitikan
Indonesia: Yang terdiri dari Orde Lama dan Orde Baru.

Bab Il membahas tentang pengantar teoritik tentang etika politik: yang
meliputi dimensi politik manusia, memahami nalar pohtik manusia, etika dan
politik, etika politik, tujuan etika politik.

Bab IV menjelaskan tentang etika politik Muhammadiyah yang mencakup,

Demokrasi, politik, partai politik dan pemilu.
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Bab V merupakan Penutup yang berupa kesimpulan dari keseluruhan kajian

skripsi ini dan saran-saran dari peneliti bagi para peminat kajian yang sama.



BAB YV

PENUTUP

Kesimpulan

Dan  hasil pembahasan tentang Etika Polittk dalam Persfektif
Muhammadiyah 1997-2003 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang bergerak dibidang sosial-
kemasyarakatan lahir 8 Zulhijjah (18 November 1912 M) di Yogyakarta. Dalam
menghadapi baik, politik, partai politik, demokrasi,pemilu di Indonesia khususnya
tahun 1997-2003, hubungan Muhammadiyah lebih cenderung melalui Aigh
Poltics, politik yang mengedepankan nilai-nilai luhur etika dalam berpolitik
sehingga tetap memainkan perannya dengan menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi
munkar dalam mempengaruhi proses-proses kebijakan negara agar tetap sejalan

dengan cita-cita lubhur bangsa.

Saran-saran

Menyikapi fenomena politik yang berlangsung dari 1997 sampai 2003 dan
etika politik Muhammadiyah ada beberapa catatan sekaligus saran yang dapat
diberikan penyusun setelah melakukan pengkajian terhadap pokok permasalahan

penelitian.

1. Hendaknya Muhammadiyah tetap berada dalam posisi netralitas terhadap
politik dan menjalan Aigh politik dan tidak masuk dalam kegiatan politik

praktis. sehingga tidak berdampak merugikan Muhammadiyah sebagai

74
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organisasi sosial kemasyarakatan yang berdakwah amar ma’ruf nahi
munkar.

. Berdakwah amar ma’ruf nahi munkar dan high politics yang dilakukan
Muhammadiyah terhadap sosio politik yang kita hadapi, dapat kita jadikan
bahan refleksi dalam menghadapi permaslahan politik saat ini yang
semakin komleks dan rumit.

. Hendaknya kita memiliki pemahaman terhadap etika politik sehingga kita
tidak terjebak ke dalam penguasaan yang hanya untuk kepentingan seséat
baik kepentingan individu maupun kelompok yang merugikan orang lain.

. Hendaknya pemahaman tentang etika politik menjadi perhatian bagi
mahasiswa Agidah Filsafat Fakultas Ushuluddin yang setidaknya sudah
banyak mempelajari dan memahami realita politik yang telah terjadi.

. Semoga hasil kajian ini dapat bermantaat bagi semua orang amien.
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